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Abstrak 

Penghargaan terhadap sesama merupakan modal penting dalam membangun sebuah masyarakat dan 
bangsa yang bermartabat yang dapat mendorong perdamaian dunia. Hal tersebut dapat dimulai dari 
wilayah rumah tangga (domestik) yang sangat menentukan watak dari sebuah masyarakat, bangsa 
maupun dunia. Kekerasan dalam rumah tangga bisa menimpa siapa saja termasuk ibu, bapak, istri, 
suami, anak, ataupun pembantu rumah tangga. Akan tetapi, kebanyakan korban kekerasan dalam 
rumah tangga adalah istri. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang 
penghapusan kekerasan dalam Rumah tangga ini menjadi payung hukum bagi korban dan membuat 
efek jera bagi pelaku tindak pidana kekerasan terhadap perempuan khususnya di dalam lingkup 
keluarga, dan juga meminimalisir/mencegahnya bentuk-bentuk kekerasan di dalam rumah tangga. 
Sehingga agar tidak terjadi suatu pelanggaran hak asasi manusia. 
 
Kata Kunci : Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

 
Abstract 

Respect for others is an important asset in building a society and a nation with dignity that can 
encourage world peace. It can be started from the area of household (domestic) that determine the 
character of a society, nation and world. Domestic violence can happen to anyone, including a 
mother, father, wife, husband, child, or a housekeeper. However, most victims of domestic violence 
is the wife. With the Law No. 23 of 2004 on the elimination of violence in households became legal 
protection for victims and create a deterrent to criminal violence against women, especially in the 
scope of the family, and also minimize / prevent other forms of violence in the home stairs. So in 
order to avoid a violation of human rights. 
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A. Pendahuluan  
Sebagaimana masyarakat sebuah negara 

berkembang, masyarakat Indonesia masih sangat 
rentan dengan pengaruh-pengaruh budaya dari 
luar Indonesia, tetapi juga sangat menjunjung 
tinggi aturan-aturan ketimuran, sebagai asal bu-
daya yang juga mempengaruhi tata cara kehidu-
pan masayarakat Indonesia. Salah satu prinsip 
yang sampai sekarang tidak berkembang dalam 
cara pandang masyarakat Indonesia itu adalah 
cara pandang terhadap persamaan hak antara 
perempuan dan laki-laki. 

Kendala jenis ini terwujud dalam sikap 
masyarakat yang masih enggan untuk menerima 

persamaan antara perempuan dan laki-laki. 
Karena dalam prakteknya perempuan sebagai 
pekerja domestik yaitu pengurus rumah tangga, 
sedangkan laki-laki berada dalam areal publik, 
yaitu kepala rumah tangga dan pencari nafkah. 
Dengan kata lain menempatkan perempuan pada 
posisi subordinat terhap laki-laki.1 

Kedudukan dan relasi yang tidak seim-
bang antara suami  istri  atau  antara anggota 
keluarga serta mereka yang terlibat relasi lain-
nya telah menjadi faktor utama penyebab ter-
jadinya kekerasan domestik. Masalah yang pa-
ling menonjol adalah kekerasan oleh suami 
terhadap istri, selain kekerasan yang dilakukan 
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terhadap anak oleh orang tuanya. 
Banyak faktor yang menyebabkan istri 

tidak mau melaporkan yang terjadi padanya. 
Adanya rasa malu dari korban karena korban 
menganggap hal ini merupakan aib keluarga 
sehingga orang lain tidak boleh tahu, rasa takut 
akan ancaman pelaku,  merupakan faktor-fak-
tor yang menyebabkan kasus kekerasan dalam 
rumah tangga sulit dideteksi, karena masih ada 
pandangan di dalam masyarakat yang menga-
takan bahwa persoalan pribadi yang bersang-
kutan, sehingga tidak seorang pun yang dapat 
mencampuri.2 Oleh karena itu masyarakat 
tidak melihat bahwa persoalan ini merupakan 
tanggung jawab bersama, tetapi tetap diposisi-
kan sebagai masalah di dalam rumah tangga. 

Penyebab lain adalah perangkat hukum 
pun seakan menutup mata terhadap masalah 
ini. Perangkat hukum belum dapat memberi-
kan jalan keluar yang sesuai dengan permasa-
lahan ini. Malah terkadang hukum dirasakan 
melegitimasi perbedaan status, hak dan kewa-
jiban. Contoh pada Pasal 31 ayat 3 Undang-
Undang Pokok Perkawinan Nomor 1 Tahun 
1974 yang berbunyi “suami adalah kepala 
keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga” 
dan selanjutnya pada Pasal 34 ayat 1 dan ayat 2 
yang berbunyi “suami wajib melindungi istrinya 
dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup 
berumah tangga sesuai kemampuannya” dan 
“istri wajib mengatur urusan rumah tangga 
sebaik-baiknya”. 

 Pembagian peran seperti yang telah di-
legitimasi oleh hukum ini, menjadikan apapun 
yang dilakukan oleh seorang suami terhadap 
istrinya menjadi benar. 

Sistem patriarkhi yang berkembang di 
masyarakat sangat mempengaruhi kehidupan 
sosial, budaya, ekonomi, pekerjaan dan kesem-
patan yang dimiliki oleh perempuan baik di 
lingkungan keluarga maupun di lingkungan 
masyarakat. Perbedaan peran dan fungsi terse-
but menyebabkan kondisi perempuan sangat 
rentan terhadap tindak kekerasan. 

Hal ini dapat dimaklumi bahwa berkem-
bangnya budaya patriarkhi, meletakan laki-laki 
sebagai makhluk superior dan perempuan se-

bagai makhluk interior. Dengan keyakinan ini 
laki-laki kemudian dibenarkan untuk mengua-
sai dan mengontrol perempuan. 

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga merupakan keputusan 
politik yang diambil oleh legislatif perempuan 
maupun masyarakat, yang patut di syukuri oleh 
bangsa Indonesia. Karena landasan dari pemben-
tukan Undang-Undang tersebut berkaitan de-
ngan tujuan memelihara keutuhan rumah tangga 
yang harmonis dan sejahtera.3  Yang dipandang 
sebagai unsur penting dalam kehidupan ber-
bangsa dan bernegara. 

Semboyan keluarga yang kokoh sebagai 
tiang negara menjadi landasan utama bagi pem-
bentukan bangsa yang berkarakter dan menjun-
jung  tinggi nilai-nilai moral yang luhur. Selama 
ini masalah rumah tangga sering dipandang 
sebagai wilayah domestik yang bersifat sangat 
pribadi.Maraknya kasus-kasus kekerasan dalam 
rumah tangga membuktikan bahwa penyelesaian 
permasalahan dalam rumah tangga lebih banyak 
menggunakan kekerasan baik yang dalam ben-
tuk fisik, psikologi, pemaksaan seksual maupun 
penelantaran rumah tangga, akhirnya menjadi 
wilayah pribadi yang sukar ditemukan oleh pi-
hak-pihak yang turut menyelesaikan persoalan 
tersebut. 

Kendati pun persoalan kekerasan dalam 
rumah tangga telah memiliki payung hukum 
dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2004, namun dalam implementasinya 
masih terdapat berbagai kendala sehubungan 
dengan beragamnya persepsi yang tidak dapat 
dilepaskan dari latar belakang budaya dan taf-
sir agama yang sempit. 

Dengan disyahkannya Undang-Undang 
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tang-
ga tidak berarti semua masalah kekerasan da-
lam rumah tangga terpecahkan. Bahkan menja-
di kerja keras kita semua untuk dituntut kem-
bali bagaimana Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga dapat membubuhi dan 
menjadi acuan semua aparat penegak hukum 
di Indonesia dari kalangan bawah, menengah, 
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dan kalangan atas sekalipun. 
Sosialisasi ini juga mesti ditujukan kepa-

da tokoh-tokoh masyarakat dan agama yang 
memiliki basis sosial di masyarakat agar bisa 
berpartisipasi mempergunakan instrumen Un-
dang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 untuk 
mencegah segala bentuk kekerasan dalam ru-
mah tangga dan agar lebih dapat menghargai 
hak asasi manusia yang tidak boleh dibedakan 
karena jenis kelamin, gender, status sosial, 
agama, dan lain sebagainya. 

Berdasarkan hal tersebut di atas persoa-
lan kekerasan dalam rumah tangga mulai men-
dapat perhatian besar dari masyarakat, ini da-
pat dilihat dengan mulai membuka dirinya 
para perempuan maupun korban kekerasan 
untuk melaporkan persoalannya kepada aparat 
penegak hukum, lembaga swadaya masyarakat 
yang khusus menangani persoalan perempuan 
dan aparat terkait lainnya yaitu Kantor Menteri 
Negara Pemberdayaan Perempuan, untuk se-
lanjutnya diproses menurut hukum yang ber-
laku di wilayah Indonesia yaitu Undang-Un-
dang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pengha-
pusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 

 
B.   Permasalahan  

1. Faktor-faktor apa saja yang menjadi 
penyebab tindak pidana kekerasan da-
lam rumah tangga? 

2. Bagaimanakah penerapan sanksi pida-
na bagi pelaku tindak pidana kekerasan 
dalam rumah tangga ?  

3. Bagaimanakah efektifitas Undang-Un-
dang Nomor 23 Tahun 2004 di dalam 
menelaah serta meminimalisir setiap 
bentuk kekerasan dalam rumah tangga?  

 
C.  Pembahasan 
 
1.   Aspek Pemidanaan Dari Tindak Pidana 

Kekerasan 
Sebelum adanya Undang-Undang No-

mor 23 Tahun 2004, tentang Penghapusan Ke-
kerasan Dalam Rumah Tangga ini diberlaku-
kan, selama ini para korban kekerasan dalam 
rumah tangga di payungi oleh peraturan-pe-
raturan yang ada dalam KUHPidana. Akan 

tetapi pasal-pasal yang ada dalam KUHPidana 
belum sepenuhnya melindungi setiap korhan 
kekerasan dalam rumah tangga. Seperti telah 
dibahas sebelumnya bahwa pasal-pasal yang 
ada dalam KUHPidana hanya sebatas dalam 
pengertian kekerasan secara fisik saja, tetapi 
tidak mengatur kekerasan dalam bentuk psikis.  

Dalam KUHP, sebagian kasus yang ter-
golong kekerasan terhadap perempuan me-
mang dapat dijaring dengan pasal-pasal keja-
hatan. Namun terbatas pada tindak pidana 
umum (korban laki-laki atau perenpuan) se-
perti misalnya penganiayaan, kesusilaan, pem-
bunuhan dan lain-lain. Tindak pidana ini ter-
nyata dirumuskan dalam pengertian yang sem-
pit (sangat terbatas), meskipun ada pembena-
ran pidana atau sanksi hukuman bila perbuatan 
tersebut dilakukan dalam hubungan keluarga 
seperti terhadap ibu, istri, serta anak. 

Berikut ini akan diuraikan pemidanaan 
bagi pelaku tindak pidana kekerasan dalam 
rumah tangga :  

 
a. Penganiayaan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indo-
nesia Penganiayaan diartikan sebagai “per-
lakuan yang sewenang-wenang”.4 Penger-
tian penganiayaan yang dimuat dalam 
Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut 
adalah pengertian dalam arti luas, yakni 
termasuk yang menyangkut “Perasaan” 
atau “Batiniah”. Pengertian yang dimaksud 
dalam ilmu hukum, pidana adalah yang 
berkenaan dengan tubuh manusia.  

Menurut Mr. M. H Tirtamidjaja 
membuat pengertian “penganiayaan” seba-
gaimana dikutip oleh Laden Marpaung 
mengatakan sebagai berikut :  

“Menganiaya adalah dengan sengaja 
menyebabkan sakit atau luka pada 
orang lain, tidak dapat dianggap se-
bagai penganiayaan kalau perbuatan 
itu dilakukan untuk menambah kese-
lamatan badan”.5 

 
Ilmu pengetahuan (doktrin) mengar-

tikan: “Penganiayaan” adalah sebagai beri-
kut: 
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“Setiap perbuatan yang dilakukan 
dengan sengaja untuk menimbulkan 
rasa sakit atau luka pada tubuh orang 
lain yang akibat mana semata-mata 
merupakan tujuan si petindak”. 
 
Dalam doktrin/ilmu pengetahuan hu-

kum pidana, berdasarkan sejarah pemben-
tukan dari pasal yang bersangkutan seba-
gaimana yang diterangkan diatas, penga-
niayaan diartikan sebagai perbuatan yang 
dilakukan dengan sengaja untuk menim-
bulkan rasa sakit (Pijn) atau luka (letsel) 
pada tubuh orang lain.  

Ternyata dalam doktrin penganiaya-
an diberi arti yang tak jauh berbeda dengan 
pengertian yang dirumuskan pertama pada 
rancangan dari pasal yang bersangkutan 
sebagaimana yang sudah diterangkan dia-
tas.  

Jadi menurut doktrin penganiayaan 
mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:  
1) Adanya kesengajaan  
2) Adanya perbuatan 
3) Adanya akibat perbuatan (yang dituju), 

yakni :  
1). Rasa sakit pada tubuh, dan  
2). atau luka pada tubuh. 

Unsur yang pertama adalah berupa 
unsur subjektif (kesalahan), unsur kedua 
dan ketiga berupa unsur objektif. Luka di-
artikan terdapatnya atau terjadinya peruba-
han dari tubuh, atau menjadi lain dari rupa 
semula sebelum perbuatan itu dilakukan, 
misalnya lecet pada kulit, putusnya jari 
tangan, bengkak pada pipi dan lain seba-
gainya. Sedangkan rasa sakit tidak memer-
lukan adanya perubahan rupa pada tubuh, 
melainkan pada tubuh timbul rasa sakit, 
rasa perih, tidak enak atau pendertiaan.6 

Secara umum tindak pidana tubuh 
pada KUHP disebut “Penganiayaan”. Pe-
nganiayaan diatur dalam KUHP Buku II 
(Kejahatan) Bab XX tentang penganiayaan 
diatur dalam Pasal 351 sampai dengan 
Pasal 356.7 

 
b. Kesusilaan 

Bentuk kekerasan seksual dalam Ki-
tab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP) termasuk dalam kejahatan kesusi-
laan. Tindak pidana yang terdapat didalam-
nya meliputi perkosaan dan perbuatan 
cabul. Kekerasan seksual/kesusilaan ini 
diatur dalam KUHP Buku II (kejahatan) 
Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesu-
silaan, yaitu :  
1) Pasal 285 tindak pidana perkosaan 

“Barangsiapa dengan kekerasan atau 
ancaman kekerasan memaksa seorang 
wanita bersetubuh dengan pria diluar 
pernikahan, diancam karena melakukan 
perkosaan, dengan pidana penjara pa-
ling lama 12 tahun “.  

2) Pasal 289 tindak pidana perbuatan 
cabul “Barang siapa dengan kekerasan 
atau ancaman kekerasan memaksa se-
seorang untuk melakukan atau mem-
biarkan dilakukan perbuatan cabal, 
diancam karena melakukan perbuatan 
yang menyerang kehormatan kesusila-
an, dengan pidana penjara paling lama 
9 tahun.”  

3) Pasal 292 tindak pidana perbuatan ca-
bul dengan orang yang belum dewasa 
dan ber.jenis kelamin sama : “Orang 
yang cukup umur yang melakukan 
perbuatan cabul dengan orang lain 
sesama kelamin yang diketahui atau 
sepatutnya harus diduganya bahwa 
belum cukup umur, diancam dengan 
pidana penjara paling lama 5 tahun.”  

4) Pasal 294 tindak pidana perbuatan ca-
bul dengan anaknya, anak tirinya, anak 
angkadnya, anak dibawah pengawasan-
nya, yang belum cukup umur, yang 
pemeliharaannya, pendidikan, atau 
penjagaannya diserahkan kepada atau-
pun dengan bu.jangnya atau bawahan-
nya yang belum cukup umur“.8 

Dari pasal-pasal tersebut tidak meng-
klasifikasikan perbuatan perkosaan dalam 
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Unsur yang pertama adalah berupa 
unsur subjektif (kesalahan), unsur kedua 
dan ketiga berupa unsur objektif. Luka di-
artikan terdapatnya atau terjadinya peruba-
han dari tubuh, atau menjadi lain dari rupa 
semula sebelum perbuatan itu dilakukan, 
misalnya lecet pada kulit, putusnya jari 
tangan, bengkak pada pipi dan lain seba-
gainya. Sedangkan rasa sakit tidak memer-
lukan adanya perubahan rupa pada tubuh, 
melainkan pada tubuh timbul rasa sakit, 
rasa perih, tidak enak atau pendertiaan.6 

Secara umum tindak pidana tubuh 
pada KUHP disebut “Penganiayaan”. Pe-
nganiayaan diatur dalam KUHP Buku II 
(Kejahatan) Bab XX tentang penganiayaan 
diatur dalam Pasal 351 sampai dengan 
Pasal 356.7 

 
b. Kesusilaan 

Bentuk kekerasan seksual dalam Ki-
tab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP) termasuk dalam kejahatan kesusi-
laan. Tindak pidana yang terdapat didalam-
nya meliputi perkosaan dan perbuatan 
cabul. Kekerasan seksual/kesusilaan ini 
diatur dalam KUHP Buku II (kejahatan) 
Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesu-
silaan, yaitu :  
1) Pasal 285 tindak pidana perkosaan 

“Barangsiapa dengan kekerasan atau 
ancaman kekerasan memaksa seorang 
wanita bersetubuh dengan pria diluar 
pernikahan, diancam karena melakukan 
perkosaan, dengan pidana penjara pa-
ling lama 12 tahun “.  

2) Pasal 289 tindak pidana perbuatan 
cabul “Barang siapa dengan kekerasan 
atau ancaman kekerasan memaksa se-
seorang untuk melakukan atau mem-
biarkan dilakukan perbuatan cabal, 
diancam karena melakukan perbuatan 
yang menyerang kehormatan kesusila-
an, dengan pidana penjara paling lama 
9 tahun.”  

3) Pasal 292 tindak pidana perbuatan ca-
bul dengan orang yang belum dewasa 
dan ber.jenis kelamin sama : “Orang 
yang cukup umur yang melakukan 
perbuatan cabul dengan orang lain 
sesama kelamin yang diketahui atau 
sepatutnya harus diduganya bahwa 
belum cukup umur, diancam dengan 
pidana penjara paling lama 5 tahun.”  

4) Pasal 294 tindak pidana perbuatan ca-
bul dengan anaknya, anak tirinya, anak 
angkadnya, anak dibawah pengawasan-
nya, yang belum cukup umur, yang 
pemeliharaannya, pendidikan, atau 
penjagaannya diserahkan kepada atau-
pun dengan bu.jangnya atau bawahan-
nya yang belum cukup umur“.8 

Dari pasal-pasal tersebut tidak meng-
klasifikasikan perbuatan perkosaan dalam 
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ikatan kperkawinan (suami terhadap istri) 
sebagai kejahatan. Perkosaan oleh suami 
terhadap istri (marital rape) sampai saat ini 
masih belum dianggap sebagai kejahatan. 
Demikian pula pada kekerasan seksual ter-
hadap anak (incest) dikategorikan sebagai 
pemberat pidana, dengan demikian sanksi 
hukumannya pun lebih berat dibandingkan 
kasus perkosaan karena ada faktor pembe-
rat pidana. 

 
c. Pembunuhan 

Pembunuhan adalah kejahatan terha-
dap nyawa, kejahatan ini diatur dalam 
KUHP Buku II (kejahatan) Bab XIX ten-
tang kejahatan terhadap nyawa, yaitu:  
1) Pasal 338 tindak pidana pembunuhan: 

“barang siapa sengaja merampas nya-
wa orang lain, diancam karena pem-
bunuhan dengan pidana penjara paling 
lama. 15 tahun.”  

2) Pasal 340 tindak pidana pembunuhan 
berencana : “barang siapa sengaja dan 
rencana lebih dahulu merampas nyawa 
orang lain, diancam karena pembunu-
han dengan rencana (moord) dengan 
pidana mati atau pidana penjara seu-
mur hidup atau waktu tertentu paling 
lama 20 tahun”. 

3) Pasal 341 tindak pidana pembunuhan 
seorang anak pada saat anak dilahirkan 
atau tidak lama (pembunhan anak sen-
diri) diancam karena pembunuhan anak 
sendiri dengan pidana penjara paling 
lama 7 tahun.”  

4) Pasal 342 tindak pidana pembunuhan 
anak sendiri dengan rencana: “seorang 
ibu yang untuk melaksanakan niat yang 
ditentukan karena takut akan ketahuan 
bahwa akan melahirkan anak, pada saat 
anak dilahirkan atau tidak lama kemu-
dian merampas nyawa anaknya, dian-
cam karena melakukan pembunuhan 
anak sendiri dengan rencana, dengan 
pidana penjara paling lama 9 tahun”.9 

 
 
 

2. Pengertian Kekerasan dalam rumah 
tangga 

Untuk mengetahui lebih dalam tentang 
pengertian kekerasan dalam rumah tangga atau 
kekerasan domestik, maka penulis disini terle-
bih dahulu menjelaskan pengertian dari rumah 
tangga dan keluarga. Menurut Prof. Dr. JS. 
Badudu dan Sotan Mohammad Zain, memberi-
kan pengertian : “Rumah tangga adalah keluar-
ga yang tinggal dalam satu rumah sedangkan 
keluarga berarti anggota famili, yang terdiri 
dari suami, istri atau mantan suami-istri atau 
orang tua, anak atau termasuk supir, pemban-
tu, yang tinggal bersama.”10 

Sedangkan menurut Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 2 me-
nyebutkan : lingkup rumah tangga dalam Un-
dang-Undang ini meliputi :  

a. Suami, isteri dan anak  
b. Orang-orang yang mempunyai hubu-

ngan keluarga dengan orang sebagai-
mana dimaksud pada huruf a karena 
hubungan darah, perkawinan, persusu-
an, pengasuhan, dan perwalian, yang 
menetap dalam rumah tangga dan/atau  

c. Orang yang bekerja membantu rumah 
tangga dan menetap dalam rumah tang-
ga tersebut.  

Definisi tindak pidana kekerasan dalam 
rumah tangga mengacu pada pengertian keke-
rasan terhadap perempuan yang ada dalam 
deklarasi penghapusan kekerasan terhadap pe-
rempuan (PBB, 1993).  
1. Menurut Deklarasi Penghapusan Kekera-

san Terhadap Perempuan  
Adapun definisi kekerasan terhadap 

perempuan yang terdapat dalam Deklarasi 
PBB Tahun 1993 tentang Penghapusan 
Kekerasan Terhadap Perempuan adalah :  
Pasal 1 

“Kekerasan terhadap perempuan ada-
lah setiap tindakan, berdasarkan jenis 
kelamin yang berakibatkan atau mung-
kin berakibat kesengsaraan atau pende-
ritaan perempuan secara fisik, seksual, 
atau psikologis, termasuk ancaman tin-
dakan tertentu, pemaksaan atau peram-
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pasan kemerdekaan secara sewenang-
wenang, baik yang terjadi di depan 
umum atau dalam kehidupan pribadi”.  

 
Pasal 2 

“Kekerasan terhadap perempuan ha-rus 
dipahami mencakup, tapi hanya terba-
tas pada tindak kekerasan secara fisik, 
seksual dan psikologis yang terjadi di 
dalam keluarga dan di masyarakat, ter-
masuk pemukulan, penyalahgunaan 
seksual atas anak-anak perempuan, ke-
kerasan yang berhubungan dengan mas 
kawin, perkosaan dan praktek-praktek 
kekejaman tradisional lain terhadap pe-
rempuan, kekerasan di luar hubungan 
suami-isteri dan kekerasan yang berhu-
bungan dengan eksploitasi perempuan, 
perkosaan, penyalahgunaan seksual, 
pelecehan dan ancaman seksual di tem-
pat kerja, dalam lembaga-lembaga pen-
didikan dan sebagainya, perdagangan 
perempuan dan pelacuran paksa serta 
termasuk kekerasan yang dilakukan 
dan dibenarkan oleh negara dimanapun 
terjadinya.  

 
2. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Ta-

hun 2004 
Adapun pengertian Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga menurut Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2004, Tentang Pengha-
pusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
yang diatur dalam  Pasal 1 ayat (1) sebagai 
berikut :  

“Kekerasan dalam rumah tangga 
adalah setiap perbuatan terhadap seo-
rang terutama perempuan, yang ber-
akibat timbulnya kesengsaraan atau 
penderitaan secara fisik, psikologis, 
dan atau penelantaran rumah tangga 
termasuk ancaman untuk melakukan 
perbuatan,  pemaksaan, atau peram-
pasan kemerdekaan secara melawan 
hukum dalam lingkup rumah tang-
ga”.  

 
Selain itu menurut Kamus Besar Ba-

hasa Indonesia, pengertiannya adalah :  
Kekerasan dalam rumah tangga ada-
lah penganiayaan yang dilakukan 
oleh seseorang yang berada dalam 
suatu keluarga terhadap anggota ke-
luarga lainnya.11 

 
Kekerasan secara umum dapat dide-

finisikan sebagai suatu tindakan, yang ber-
tujuan untuk melukai seseorang atau me-
rusak barang, sedangkan menurut Pasal 89 
KUHP yang dimaksud dengan kekerasan 
adalah membuat orang pingsan atau tidak 
berdaya.  

Secara sederhana dari pengertian-
pengertian di atas tentang kekerasan dalam 
rumah tangga khususnya perempuan yang 
menjadi korban kekerasan. Bahwa kekera-
san terhadap perempuan dapat terjadi di 
mana saja (ditempat umum, di tempat ker-
ja, di lingkungan keluarga (rumah tangga) 
dan lain-lainnya. Dan dapat dilakukan oleh 
siapa saja (orang tua, saudara atau orang 
yang tidak kita kenal) dan dapat terjadi ka-
pan saja (siang dan malam).  

 
3.  Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Ru-

mah Tangga  
Di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 

2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 
Rumah Tangga, bentuk-bentuk kekerasan yang 
diatur tidak hanya tentang kekerasan fisik saja, 
tetapi juga mengatur mengenai bentuk kekera-
san lain yang biasa terjadi dalam rumah tang-
ga.  

Bentuk-bentuk kekerasan di dalam rumah 
tangga menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 
2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 
Rumah Tangga, yaitu :  

a. Kekerasan fisik  
b. Kekerasan psikis  
c. Kekerasan seksual, atau  
d. Penelantaran rumah tangga  

Dari pengertian di atas, penulis menje-
laskan satu persatu tentang bentuk-bentuk 
kekerasan dalam rumah tangga menurut UU 
No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Ke-
kerasan Dalam Rumah Tangga, antara lain :  
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pasan kemerdekaan secara sewenang-
wenang, baik yang terjadi di depan 
umum atau dalam kehidupan pribadi”.  

 
Pasal 2 

“Kekerasan terhadap perempuan ha-rus 
dipahami mencakup, tapi hanya terba-
tas pada tindak kekerasan secara fisik, 
seksual dan psikologis yang terjadi di 
dalam keluarga dan di masyarakat, ter-
masuk pemukulan, penyalahgunaan 
seksual atas anak-anak perempuan, ke-
kerasan yang berhubungan dengan mas 
kawin, perkosaan dan praktek-praktek 
kekejaman tradisional lain terhadap pe-
rempuan, kekerasan di luar hubungan 
suami-isteri dan kekerasan yang berhu-
bungan dengan eksploitasi perempuan, 
perkosaan, penyalahgunaan seksual, 
pelecehan dan ancaman seksual di tem-
pat kerja, dalam lembaga-lembaga pen-
didikan dan sebagainya, perdagangan 
perempuan dan pelacuran paksa serta 
termasuk kekerasan yang dilakukan 
dan dibenarkan oleh negara dimanapun 
terjadinya.  

 
2. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Ta-

hun 2004 
Adapun pengertian Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga menurut Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2004, Tentang Pengha-
pusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
yang diatur dalam  Pasal 1 ayat (1) sebagai 
berikut :  

“Kekerasan dalam rumah tangga 
adalah setiap perbuatan terhadap seo-
rang terutama perempuan, yang ber-
akibat timbulnya kesengsaraan atau 
penderitaan secara fisik, psikologis, 
dan atau penelantaran rumah tangga 
termasuk ancaman untuk melakukan 
perbuatan,  pemaksaan, atau peram-
pasan kemerdekaan secara melawan 
hukum dalam lingkup rumah tang-
ga”.  

 
Selain itu menurut Kamus Besar Ba-

hasa Indonesia, pengertiannya adalah :  
Kekerasan dalam rumah tangga ada-
lah penganiayaan yang dilakukan 
oleh seseorang yang berada dalam 
suatu keluarga terhadap anggota ke-
luarga lainnya.11 

 
Kekerasan secara umum dapat dide-

finisikan sebagai suatu tindakan, yang ber-
tujuan untuk melukai seseorang atau me-
rusak barang, sedangkan menurut Pasal 89 
KUHP yang dimaksud dengan kekerasan 
adalah membuat orang pingsan atau tidak 
berdaya.  

Secara sederhana dari pengertian-
pengertian di atas tentang kekerasan dalam 
rumah tangga khususnya perempuan yang 
menjadi korban kekerasan. Bahwa kekera-
san terhadap perempuan dapat terjadi di 
mana saja (ditempat umum, di tempat ker-
ja, di lingkungan keluarga (rumah tangga) 
dan lain-lainnya. Dan dapat dilakukan oleh 
siapa saja (orang tua, saudara atau orang 
yang tidak kita kenal) dan dapat terjadi ka-
pan saja (siang dan malam).  

 
3.  Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Ru-

mah Tangga  
Di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 

2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 
Rumah Tangga, bentuk-bentuk kekerasan yang 
diatur tidak hanya tentang kekerasan fisik saja, 
tetapi juga mengatur mengenai bentuk kekera-
san lain yang biasa terjadi dalam rumah tang-
ga.  

Bentuk-bentuk kekerasan di dalam rumah 
tangga menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 
2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 
Rumah Tangga, yaitu :  

a. Kekerasan fisik  
b. Kekerasan psikis  
c. Kekerasan seksual, atau  
d. Penelantaran rumah tangga  

Dari pengertian di atas, penulis menje-
laskan satu persatu tentang bentuk-bentuk 
kekerasan dalam rumah tangga menurut UU 
No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Ke-
kerasan Dalam Rumah Tangga, antara lain :  

 529 

12 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 6 
13Ibid, Pasal 7 
14Ibid. Pasal 8. 
15Ibid, Pasal 8 
16Ratna Batari Munti, Sosialisasi Tentang Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, LBH-APIK, Jakarta : 
1999, hlm. 13 
 

Tinjauan Singkat Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga ...                                                                              Mona Minarosa 
 

a. Kekerasan Fisik  
Kekerasan fisik adalah tiap-tiap per-

buatan yang mengakibatkan rasa sakit, 
jatuh sakit atau luka berat.12 Tindak keke-
rasan dalam rumah tangga dengan bentuk 
kekerasan fisik ini apabila diuraikan lebih 
lanjut juga mencakup tindakan-tindakan 
berupa : memukul, menampar, menjambak, 
menendang, menyeret, membenturkan ke-
pala ke tembok / lantai, memelintir tangan, 
melempar barang ke tubuh korban, melu-
kai dengan alat/senjata, membunuh, dan 
lain-lain.  

b. Kekerasan psikis  
Kekerasan psikis atau psikologis 

adalah perbuatan yang mengakibatkan ke-
takutan, hilangnya rasa percaya diri, ke-
mampuan untuk bertindak, rasa tidak ber-
daya, dan/atau penderitaan psikis berat pa-
da seseorang.13 Termasuk tindak kekerasan 
dalam rumah tangga dengan bentuk keke-
rasan psikologis ini apabila ditafsirkan le-
bih lanjut juga meliputi tindakan-tindakan 
berteriak-teriak, menyumpah, mengancam, 
merendahkan martabat sebagai manusia 
(seperti : pelacur, dungu, bodoh, kampu-
ngan, norak dan sebagainya).  

c. Kekerasan seksual  
Kekerasan seksual adalah setiap per-

buatan yang berupa pemaksaan hubungan 
seksual yang dilakukan terhadap orang 
yang menetap dalam lingkungan rumah 
tangga, dan terhadap salah seorang dalam 
lingkup rumah tangganya dengan orang 
lain untuk tujuan tertentu.14 Tindakan ke-
kerasan dalam rumah tangga dengan ben-
tuk kekerasan seksual ini apabila diuraikan 
lebih lanjut juga meliputi tindakan-tinda-
kan berupa pemaksaan hubungan seksual 
ketika si istri (korban) dalam kondisi yang 
tidak memungkinkan, seperti datang bulan 
(menstruasi), sakit, kondisi fisik yang le-
mah karena seharian bekerja, dan pemak-
saan hubungan seksual yang menyimpang 

atau ditempat yang tidak semestinya yaitu 
hubungan seksual melalui : anus, mulut, 
serta memaksa hubungan seksual setelah 
melakukan penganiayaan, melakukan pe-
nganiayaan saat berhubungan seks, meng-
gunakan alat/obat-obatan dalam melaku-
kan hubungan seksual untuk meningkatkan 
stamina suami sehingga membuat si istri 
teraniaya, memaksa si istri menjadi pela-
cur, dan juga memaksa si istri berhubu-
ngan seks dengan orang lain karena alasan-
alasan tertentu seperti kepentingan bisnis, 
politik dan sebagainya.  

d. Penelantaran Rumah Tangga  
Penelantaran rumah keluarga adalah 

setiap perbuatan yang menelantarkan orang 
dalam lingkup rumah tangganya, padahal 
menurut hukum yang berlaku baginya atau 
karena persetujuan atau perjanjian ia wajib 
memberikan kehidupan, perawatan, atau 
pemeliharaan kepada orang tersebut.15 Pe-
nelantaran rumah keluarga bisa disebut ju-
ga dengan kekerasan ekonomi. Kekerasan 
ekonomi ini dalam tindakan kekerasan da-
lam rumah tangga mencakup tindakan-
tindakan berupa suami yang tidak memberi 
nafkah istrinya, mengendalikan dan meng-
awasi pengeluaran uang sekecil-kecilnya 
mengambil uang (penghasilan korban), 
menahan atau tidak memenuhi kebutuhan 
ekonomi korban serta memaksa istri (kor-
ban) untuk mencari uang sedangkan si sua-
mi tidak bekerja dan hanya mengendalikan 
dari si istri.  

e. Kekerasan sosial  
Kekerasan sosial ini memang tidak 

diatur dalam Undang-Undang No. 23 Ta-
hun 2004 tetapi kekerasan sosial ini sering 
terjadi di dalam rumah tangga, kekerasan 
sosial ini bisa disebut juga perampasan ke-
merdekaan secara sewenang-wenang ada-
lah semua perbuatan yang menyebabkan 
terisolirnya seorang dari lingkungan sosial-
nya.16 Tindakan kekerasan dalam rumah 
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tangga dengan bentuk kekerasan sosial 
apabila dikaji lebih mendalam juga meli-
puti tindakan-tindakan seperti melarang si 
istri untuk pergi keluar rumah baik untuk 
belanja, bekerja maupun bertemu atau ber-
hubungan dengan orang tua, saudara, te-
man-teman, tetangga, dan juga melarang 
istri (korban) berhubungan dengan pihak 
lain melalui alat komunikasi seperti tele-
pon tanpa ada alasan yang mendasar.  

 
4.  Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga  
Di dalam rumah tangga, ketegangan mau 

pun konflik merupakan hal yang biasa. Perse-
lisihan pendapat, perdebatan, pertengkaran, sa-
ling mengejek atau bahkan memaki merupa-
kan hal yang umum terjadi. Akan tetapi, se-
mua itu pada era globalisasi dapat menjadi ba-
gian dari bentuk kekerasan dalam rumah tang-
ga yang secara spesifik mengacu pada penger-
tian kekerasan terhadap perempuan yang ada 
dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan Ter-
hadap Perempuan (PBB, 1993).  

Di negara-negara yang mempunyai un-
dang-undang khusus kekerasan dalam rumah 
tangga (law of domestic violence), kejahatan 
ini dapat dibawa ke pengadilan dan mereka 
yang menjadi korban difasilitasi dalam proses 
hukum khusus.  

Kekerasan dalam rumah tangga bisa me-
nimpa siapa saja termasuk ibu, bapak, istri, 
suami, anak, ataupun pembantu rumah tangga. 
Akan tetapi, kebanyakan korban kekerasan 
dalam rumah tangga adalah istri.17 Terbukti 
lewat luka-luka yang diderita para isteri. Bila 
ada satu dua kasus laki-laki teraniaya itu biasa-
nya disebabkan oleh pembelaan diri dari pihak 
perempuan.  

Secara sederhana, faktor-faktor yang me-
nimbulkan tindak kekerasan terhadap istri 
dapat dirumuskan menjadi dua faktor, yakni 
faktor eksternal dan faktor internal.  

 
a. Faktor Ekternal  

Penyebab eksternal timbulnya tindak 
kekerasan terhadap istri berkaitan dengan 

hubungan kekuasaan suami istri dan dis-
kriminasi gender di kalangan masyarakat.18 
Dikatakan bahwa kekuasaan suami dalam 
perkawinan terjadi karena unsur-unsur kul-
tural dimana terdapat norma-norma di da-
lam kebudayaan tertentu yang memberikan 
pengaruh yang menguntungkan suami. 
Perberdaan peran dan posisi antara suami 
dan isteri di dalam keluarga dan masyara-
kat diturunkan secara kultural dalam ma-
syarakat pada setiap generasi, bahkan ter-
kadang sampai diyakini sebagai ideologi. 
Ideologi gender ini kemudian diyakini se-
bagai ketentuan Tuhan dan agama yang 
tidak dapat diubah. Ideologi ini selanjutnya 
mendefinisikan dan menggariskan bagai-
mana perempuan dan laki-laki seharusnya 
berpikir dan bertindak. Hak istimewa yang 
memiliki laki-laki sebagai akibat kontruksi 
sosial ini menempatkan suami sebagai seo-
rang yang mempunyai kekuasaan yang 
lebih tinggi dari perempuan. Kenyataan ini 
akhirnya melahirkan “diskriminasi gender” 
atau ketidakadilan gender.  

Dan selain itu juga ada tertulis dalam 
surat Al-Baqarah ayat 223 yang terjema-
hannya berbunyi :  

“Kaum perempuan adalah ladangmu 
maka datangilah ladangmu sebagai-
mana yang kamu kehendaki”  

 
Ayat diatas sering disalah pahami 

dan dijadikan sebagai legitimasi atau pem-
benaran atas kekerasan suami terhadap 
isteri. Karena suami adalah pemimpin ma-
ka ditarsirkan bahwa ia berhak secara mut-
lak menguasai isterinya dengan memperla-
kukan sewenang-wenang, dengan dalih 
mendidik, terkadang gagasan seperti itu 
telah terkonstruksi melalui sosialisasi da-
lam keluarga, bahwa wanita adalah objek 
seks, isteri adalah pelayan suami telah kuat 
melekat dalam pandangan para suami se-
hingga peraturan-peraturan seperti hukum 
pidana ataupun norma-norma kesusilaan 
terasa terkalahkan. Dalam salah satu con-
toh kasus yang terjadi di Busan (Korea Se-
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Dalam Rumah Tangga  
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dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan Ter-
hadap Perempuan (PBB, 1993).  

Di negara-negara yang mempunyai un-
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terasa terkalahkan. Dalam salah satu con-
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latan) ada seseorang laki-laki sebut saja 
namanya Lee, ia divonis 30 bulan penjara 
karena memperkosa isterinya, yaitu ia me-
maksa isterinya untuk berhubungan intim 
di bawah todongan pisau.19 Hal ini men-
cerminkan dari ucapan suami bahwa “dia 
kan istri saya, milik saya, saya sudah beli 
dia !! melalui pernikahan kan ?? lah .. saya 
mau bikin dia jadi permaisuri atau pem-
bantu itukan hak saya”.  

 
b. Faktor Internal  

Faktor internal timbulnya kekerasan 
terhadap isteri adalah kondisi psikis dan 
kepribadian suami sebagai kepala rumah 
tangga, dan kepribadian ini terkadang sua-
mi berbuat kasar kepada isterinya. Kondisi 
psikis dan kepribadian suami bisa disebab-
kan dengan beberapa alasan antara lain, 
yaitu :  

1) Kekerasan sebagai alat untuk 
menyelesaikan konflik;  

2) Frustasi;  
3) Penyimpangan seks;  
4) Kurangnya komunikasi;  
5) Dan sebagainya  

Salah satu indikasi permasalahan so-
sial yang berdampak negatif pada  keluarga 
adalah kekerasan yang terjadi dalam ling-
kup keluarga, hampir semua bentuk keke-
rasan dalam keluarga oleh laki-laki misal-
nya pemukulan terhadap isteri, pemerkosa-
an dalam keluarga, dan lain sebagainya. 
Semua itu jarang menjadi bahan pemberi-
taan masyarakat karena dianggap tidak ada 
masalah, sesuatu yang tabu atau tidak pan-
tas dibicarakan korban, dari berbagai ben-
tuk kekerasan yang umumnya adalah pe-
rempuan lebih khususnya lagi adalah isteri 
yang cenderung diam karena merasa sia-
sia. Para korban biasanya malu bahkan 
tidak berani menceritakan keadaannya ke-
pada orang lain.  

 
5.  Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana 

KekerasanDalamRumahTangga 
Di negara-negara yang mempunyai un-

dang-undang khusus kekerasan dalam rumah 
tangga seperti Domestic Violence Act Minne-
sota AS 1997, Domestic Violence Act New 
Zealand 1995, Undang-Undang Republik Phi-
lipina Nomor 8353 tentang Perkosaan, Un-
dang-Undang Turki tentang Perlindungan Ter-
hadap Kekerasan Keluarga dan Akta 521 Ma-
laysia tentang Keganasan Rumah Tangga 
1994.20 Tindak kekerasan yang terjadi di 
negara-negara tersebut pelakunya dapat diba-
wa ke pengadilan dan mereka yang menjadi 
korban difasilitasi dalam proses hukum untuk 
kemudian melakukan penuntutan berupa : 
kompensasi, pemulihan dan pengamanan diri 
korban.  

Berdasarkan uraian tersebut di atas, 
kekerasan dalam rumah tangga tidak lagi ha-
nya sekedar persoalan rendah di tingkat do-
mestik saja tapi merupakan masalah sosial se-
rius yang dikategorikan sebagai tindak pidana. 
Oleh karena persoalan kekerasan dalam rumah 
tangga ini merupakan sesuatu perbuatan pi-
dana, maka sudah seharusnya persoalan ini 
diselesaikan dengan menempuh jalur hukum 
dan sampai saat ini hukum di Indonesia telah 
mengatur secara khusus dan bahkan telah me-
ngenal istilah kekerasan di dalam rumah tang-
ga. Untuk dapat menjerat pelaku tindak pidana 
kekerasan dalam rumah tangga adalah dengan 
menggunakan ketentuan Undang-Undang No-
mor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Ke-
kerasan Dalam Rumah Tangga dengan meng-
gunakan pasal 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 Un-
dang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang 
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tang-
ga.  

Pasal 44 Undang-Undang No. 23 Tahun 
2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 
Rumah Tangga berbunyi :  

1. Setiap orang yang melakukan perbua-
tan kekerasan fisik dalam lingkup ru-
mah tangga sebagaimana yang dimak-
sud dalam pasal 5 huruf a dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 5 
(lima) tahun atau denda paling banyak 
Rp. 15.000.000 (lima belas  juta rupi-
ah).  



 532 

Jurnal Constitutum, Vol. 12 No. 2, April 2013 
 
 
 
 
 

2. Dalam hal perbuatan sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) mengakibatkan 
korban mendapat jatuh sakit atau luka 
berat, dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 10 (sepuluh) tahun atau 
denda paling banyakRp. 30.000.000 
(tiga puluh juta rupiah)  

3. Dalam hal perbuatan sebagaimana di-
maksud pada ayat (2) mengakibatkan 
matinya korban, dipidana dengan pida-
na paling lama 15 (lima belas) tahun 
atau denda paling banyak Rp. 
45.000.000 (empat puluh lima juta ru-
piah).  

4. Dalam hal perbuatan sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) dilakukan oleh 
suami terhadap isteri atau sebaliknya 
yang tidak menimbulkan penyakit atau 
halangan untuk menjalankan pekerjaan 
jabatan atau mata pencaharian atau 
kegiatan sehari-hari, dipidana dengan 
pidana paling lama 4 (empat) bulan 
atau denda paling banyak Rp. 5.000. 
000 (lima juta rupiah).  

 
Pasal 45 No. 23/2004 berbunyi : 

1. Setiap orang yang melakukan perbua-
tan kekerasan psikis dalam lingkup ru-
mah tangga sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 5 huruf b dipidana dengan 
pidana penjara paling lama Rp. 9.000. 
000 (sembilan juta rupiah).  

2. Dalam hal perbuatan sebagaimana di-
maksud dalam ayat (1) dilakukan sua-
mi terhadap isteri atau sebaliknya yang 
tidak menimbulkan penyakit atau hala-
ngan untuk menjalankan pekerjaan ja-
batan atau mata pencaharian atau kegi-
atan sehari-hari, dipidana dengan pida-
na penjara paling lama 4 (empat) tahun 
atau denda paling banyak Rp. 3.000. 
000 (tiga juta rupiah).  

 
Pasal 46 UU No. 23 / 2004 berbunyi : 

“Setiap orang yang melakukan perbuatan 
kekerasan seksual sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 8 huruf a dipidana dengan pi-
dana penjara paling lama 12 (dua belas) ta-
hun atau denda paling banyak Rp. 36.000. 
000 (tiga puluh enam juta rupiah)”.  

 
Pasal 47 UU No. 23/2004 tentang Penghapu-
san Kekerasan dalam Rumah Tangga berbu-
nyi: 

“Setiap orang yang memaksa orang yang 
menetap dalam rumah tangganya melaku-
kan hubungan seksual sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 8 huruf  b dipidana 
dengan pidana penjara paling singkat 4 
(empat) tahun dan pidana penjara paling 
lama 15 (lima belas) tahun atau denda pa-
ling sedikit Rp. 12.000.000 (dua belas juta 
rupiah) atau denda paling banyak Rp. 
300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).  
 

Pasal 48 UU No. 23 / 2004 berbunyi : 
“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimak-
sud dalam pasal 46 dan pasal 47 menga-
kibatkan korban luka yang tidak memberi 
harapan akan sembuh sama sekali, menga-
lami gangguan gaya pikir atau kejiwaan 
sekurang-kurangnya selama 4 (empat) te-
rus-menerus atau 1 (satu) tahun tidak ber-
turut-turut, gugur atau matinya janin dalam 
kandungan, atau mengakibatkan tidak ber-
fungsinya alat reproduksi, dipidana dengan 
pidana penjara paling singkat 5 (lima) ta-
hun dan pidana penjara paling lama 20 
(dua puluh) tahun atau denda paling sedikit 
Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta ru-
piah) dan denda paling banyak Rp. 50.000. 
000,00 (lima puluh juta rupiah).  

 
Pasal 49 UU No. 23 / 2004 berbunyi : 

“Dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 3 (tiga) tahun atau denda paling 
banyak Rp. 15.000.000 (lima belas juta ru-
piah), setiap orang yang : 
a. Menelantarkan orang lain dalam ling-

kup rumah tangganya sebagaimana di-
maksud dalam pasal 9 ayat 1 (satu).  

b. Menelantarkan orang lain sebagaimana 
dimaksud pasal 9 ayat 2. 

 
Pasal 50 UU No. 23 / 2004 berbunyi : 

“Selain pidana sebagaimana dimaksud da-
lam bab ini hakim dapat menjatuhkan pi-
dana tambahan berupa : 
a. Pembatasan gerak pelaku baik yang 

bertujuan untuk menjauhkan pelaku da-
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a. Pembatasan gerak pelaku baik yang 

bertujuan untuk menjauhkan pelaku da-
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ri korban dalam jarak dari waktu ter-
tentu, maupun pembatasan hak-hak ter-
tentu dari pelaku;  

b. Penetapan pelaku mengikuti program 
konseling di bawah pengawasan lem-
baga tertentu.   

 
D. Penutup 
 
1.  Kesimpulan 

a. Kekerasan dalam rumah tangga tidak 
lagi hanya sekedar persoalan rendah di 
tingkat domestik saja tapi merupakan 
masalah sosial serius yang dikategori-
kan sebagai tindak pidana. Maka sudah 
seharusnya persoalan ini diselesaikan 
dengan menempuh jalur hukum. 

b. Untuk dapat menjerat pelaku tindak pi-
dana kekerasan dalam rumah tangga 

adalah dengan menggunakan ketentuan 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2004 tentang Penghapusan Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga dengan meng-
gunakan pasal 44, 45, 46, 47, 48, 49, 
50 Undang-Undang No. 23 Tahun 
2004 tentang Penghapusan Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga.  

 
2.  Saran 

Mensosialisasikan Undang-undang ini 
(Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tang-
ga) kesluruh masyarakat dengan tujuan untuk  
mencegah segala bentuk kekerasan dalam ru-
mah tangga dan agar dapat menghargai hak 
asasi manusia yang tidak boleh dibedakan an-
tara : jenis kelamin, gender, status sosial, aga-
ma dan lain sebagainya. 
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